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Abstract 
The research title of this thesis is the crime of environmental damage due to oil and gas mining. As for the 
objectives of the research, namely to find out the procedure for determining DPO suspects in the investigation of 
criminal conspiracy to commit narcotics precursor crimes, to find out the obstacles investigators from the 
Medan Police Narcotics Research Unit in investigating criminal conspiracy to commit narcotics precursor 
crimes and to find out the efforts of investigators from the Narcotics Research Unit of the Polresta Police Medan 
is currently investigating criminal conspiracy to commit narcotic precursor crimes. The results of this study 
indicate that criminal provisions for environmental damage resulting from mining are regulated through 
Government Regulation Number 27 of 2012, Law Number 4 of 2009, Law Number 23 of 1997 and Law 
Number 23 of 1997. Law Number 4 of 1982. Factors that cause environmental damage as a result of oil and gas 
mining include accidents, contamination of polluting waste, use of tools and materials that are not in accordance 
with standards and the presence of sludge produced. Efforts made to minimize companies conducting business 
activities without causing environmental damage in community areas include reforming policy regulations, 
being careful in making policies, establishing high environmental management standards, making mining 
policies with an emphasis on community aspects and providing optimal protection for the community. 
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Abstrak 
Judul Penelitian skripsi ini tindak pidana kerusakan lingkungan akibat pertambangan minyak dan gas bumi. 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka DPO dalam 
penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika, mengetahui hambatan 
penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan 
tindak pidana prekursor narkotika dan mengetahui upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan 
dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika..Hasil penelitian ini 
menunjukkan Ketentuan pidana terhadap kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan diatur melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, UU Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat 
dari pertambangan minyak dan gas bumi meliputi faktor kecelakaan, kontaminasi limbah pencemar, penggunaan 
alat dan bahan yang tidak sesuai standar serta adanya limbah lumpur yang dihasilkan. Upaya yang dilakukan 
untuk meminimalisir perusahaan melakukan kegiatan usaha tanpa adanya kerusakan lingkungan di wilayah 
masyarakat meliputi pembenahan regulasi kebijakan, keberhati-hatian dalam membuat kebijakan, membuat 
standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi, membuat kebijakan pertambangan dengan mementingkan 
aspek masyarakat dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.  
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PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hukum berfungsi untuk mengatur 

hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara 
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agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai 

kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian 

hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang- undangan itu 

harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan 

hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun. 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa 

segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan 

ketentuan- ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan 

dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat 

yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia 

yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. 

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah 

ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang 

termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, 

macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, 

disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai  akibat yang fatal dikarenakan 

penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada 

dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang 

dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat 

menggunakan lagi barang miliknya.Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang 

bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan 

pemilik barang. Perbuatan merusak barang  milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap 

kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan 

kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang 

yang dirugikan dalam tindak pidanatersebut. 

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat 

kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan 

perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap 

kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan 

kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang 

yang dirugikan dalam tindak pidanatersebut. 

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak 

terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai 

kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional 

sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 
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rakyat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai 

tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan 

berkelanjutan. Pencarian (exploration) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untunguntungan, 

karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa 

kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan minyak. 

 

METODE  

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang15 yang 

berkaitan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan 

keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang 

berlaku secara umum. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research).Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-

undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan 

Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier yang diperoleh melalui: 

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan 

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya. 

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, 

konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan 

konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Tindak Pidana 

Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, 

delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan 

perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas 

Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali 

atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. 
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Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan 

yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak 

pidana”. 

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah 

tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak 

berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak 

berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul 

kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. 

E. Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai 

terjemahan strafbaar feit, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (handelen), atau suatu 

melalaikan (verzium atau nalaten), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena 

perbuatan atau melalaikan itu. Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan 

menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD Sementara 

1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 

ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian 

bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia. 

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris 

yaitu criminal act, pertama, karena criminal act juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain 

akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena criminal act juga dipisahkan dari 

pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility. Untuk adanya 

criminal liability (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan criminal act 

(perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt). 

Berkaitan dengan definisi dari istilah strafbaar feit itu sendiri, terdapat dua pandangan yang 

berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 

Pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan 

pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan 

pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, 

dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak. Dengan kata lain bahwa: 

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana 

itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-

prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 

perbuatan yang dilarang (criminal act), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal 

responbility).  
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2. Pandangan dualistis melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan 

pidana, di mana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal 

responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. 

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban 

pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :  

1. Vos, merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan.  

2. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundang-undangan 

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.  

3. Pompe, dengan merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang 

menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya 

melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat 

sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai 

berikut:  

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.  

2. Orang yang melanggar larangan itu. 

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

Unsur Objektif  

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di 

mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:  

1. Sifat melanggar Hukum.  

2. Kualitas dari si pelaku.  

3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 

akibat. 

Unsur Subjektif  

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si 

pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 

dari:  

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.  

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan 

sebagainya.  

4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang 

direncanakan terlebih dahulu.  
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5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP 

 

KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian pembahasan diatas adalah: 

1. Ketentuan pidana terhadap kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, UU Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan minyak dan 

gas bumi meliputi faktor kecelakaan, kontaminasi limbah pencemar, penggunaan alat dan bahan 

yang tidak sesuai standar serta adanya limbah lumpur yang dihasilkan. 

3. Upaya  yang dilakukan untuk meminimalisir perusahaan melakukan kegiatan usaha tanpa adanya 

kerusakan lingkungan di wilayah masyarakat meliputi pembenahan regulasi kebijakan, keberhati-

hatian dalam membuat kebijakan, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi, 

membuat kebijakan pertambangan dengan mementingkan aspek masyarakat dan memberikan 

perlindungan yang optimal bagi masyarakat. 
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